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Abstrak 
Legalitas usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat 
melalui program KKN bertujuan meningkatkan pemahaman dan akses pelaku UMKM di Desa Wonorejo, 
Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang terhadap perizinan berusaha melalui Nomor Induk 
Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang diterapkan adalah 
pendekatan partisipatif-edukatif berbasis training-based mentoring, mencakup sosialisasi, pendampingan 
teknis, praktik pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, dan pendaftaran NIB. Hasil kegiatan 
menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha secara 
mandiri, pemahaman manfaat strategis NIB, serta akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan 
peluang kemitraan. Selain itu, kegiatan ini mendukung pendataan UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi 
lokal, dan mendorong pengembangan usaha melalui branding dan promosi digital. Kegiatan pengabdian ini 
menjadi model bagi penguatan legalitas UMKM secara berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi desa yang 
profesional serta kompetitif. 
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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

menopang perekonomian nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap 

penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal 

(Indrawati & Rachmawati, 2021; Wardi et al., 2020). Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengembangan UMKM 

merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi 

ekonomi dan berkeadilan (Razif et al., 2023; Sella et al., 2023). Dalam konteks 

globalisasi dan digitalisasi, UMKM dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, dan 

berdaya saing agar mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi. Salah satu faktor 

penting dalam memperkuat daya saing tersebut adalah kepemilikan legalitas usaha 

yang sah sebagai dasar hukum untuk memperoleh perlindungan, akses permodalan, 

dan kepercayaan public (Anggraeni, 2022). Legalitas menjadi instrumen penting yang 

memastikan keberlanjutan usaha dan meningkatkan posisi tawar pelaku UMKM di 

pasar yang kompetitif (Indrawati & Rachmawati, 2021; Ristian Octavia et al., 2022; 

Widayanto et al., 2020). 

Secara empiris, UMKM telah terbukti menjadi pilar utama perekonomian 

nasional. Menurut (Sella et al., 2023; Wardi et al., 2020) bahwa UMKM merupakan 

tulang punggung pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi perlambatan ekonomi. 

Lebih lanjut (Indrawati & Rachmawati, 2021; Suhariyanto, 2023) bahwa UMKM tidak 

hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengentaskan 

kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 

masyarakat. Di tingkat lokal, keberadaan UMKM seperti usaha keripik tahu walik di 

Desa Wonorejo menjadi contoh konkret kontribusi sektor ini terhadap ekonomi 

masyarakat. Usaha tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga 
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menjadi produk unggulan yang memiliki potensi pengembangan. Namun, 

keberlangsungan dan ekspansi usaha semacam ini memerlukan dukungan legalitas 

formal agar dapat mengakses bantuan pemerintah, memperoleh pembiayaan, serta 

memperluas jaringan pemasaran (Marchaeni & Wafa, 2023; Suhariyanto, 2023; Wardi 

et al., 2020; Yanti et al., 2025). 

Legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk 

pengakuan negara terhadap eksistensi dan aktivitas ekonomi masyarakat. (Anasrulloh 

& Kadeni, 2023; Indrawati & Rachmawati, 2021) bahwa izin usaha berfungsi sebagai 

alat pengendali kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap 

kepentingan umum. Hal ini sejalan (Widayanto et al., 2020; Widiati et al., 2023) bahwa 

izin usaha memberikan dasar hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab 

pelaku usaha. Pemerintah berupaya memperkuat sistem legalitas tersebut melalui 

penerapan Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Sistem ini memfasilitasi penerbitan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha yang juga berfungsi sebagai 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan dokumen 

kepabeanan. Dengan sistem ini, pelaku UMKM seharusnya dapat mengurus izin usaha 

secara mandiri dan efisien, sehingga proses perizinan menjadi lebih transparan dan 

akuntabel. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran 

dan kepemilikan legalitas di kalangan pelaku UMKM masih rendah, terutama di 

wilayah pedesaan. Di Desa Wonorejo, Kabupaten Lumajang, sebagian besar pelaku 

usaha mikro belum memiliki NIB maupun izin usaha lainnya seperti PIRT. Kondisi ini 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, minimnya informasi mengenai prosedur 

pendaftaran melalui OSS, serta rendahnya literasi digital (Hikmah et al., 2023; Pitaloka 

et al., 2023). Akibatnya, banyak pelaku usaha tidak dapat memanfaatkan fasilitas dan 

dukungan pemerintah, serta menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya. 

Rendahnya tingkat legalitas ini menunjukkan perlunya intervensi pendampingan dan 

pelatihan yang terarah, agar pelaku UMKM memahami manfaat legalitas dan memiliki 

kemampuan untuk mengurus izin berusaha secara mandiri. 

Berdasarkan kondisi tersebut, Universitas Muhammadiyah Jember melalui 

program pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan bertajuk “Optimalisasi 

Legalitas UMKM melalui Program Pendampingan Izin Berusaha di Desa Wonorejo 
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Lumajang”. Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum, pendampingan 

pendaftaran NIB melalui OSS. Kegiatan ini bertujuan memperkuat legalitas dan 

kapasitas kelembagaan UMKM di Desa Wonorejo, sekaligus membuka akses mereka 

terhadap pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Dengan meningkatnya jumlah UMKM 

yang memiliki legalitas resmi, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih 

produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini menjadi langkah konkret dalam 

mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis hukum serta mendukung 

pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkeadilan. 

METODE 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Wonorejo, Kecamatan 

Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun 

tingkat legalitas usaha masih rendah. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

partisipatif dan edukatif melalui pendampingan berbasis pelatihan (training-based 

mentoring) agar pelaku UMKM terlibat aktif dan mampu mengurus izin usaha secara 

mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan ini juga disertai 

pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pelaku usaha, untuk memahami 

kendala dan kebutuhan mereka terkait legalitas usaha. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: 

1. Persiapan: dilakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan perangkat desa 

untuk memetakan kondisi UMKM serta sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan 

manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

2. Pelaksanaan: dilaksanakan workshop dan praktik langsung pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS dengan pendampingan individual. Peserta diberikan modul 

panduan praktis sebagai acuan dalam proses pendaftaran mandiri 

3. Evaluasi: dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap peserta untuk 

menilai peningkatan pemahaman, efektivitas pelatihan, serta jumlah UMKM yang 

berhasil memperoleh NIB. 

Metode ini menekankan prinsip edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, 

sehingga tidak hanya meningkatkan legalitas formal, tetapi juga memperkuat kapasitas 

dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan 

Kedungjajang, Kabupaten Lumajang memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha. Sebelumnya, 

proses perizinan sering dianggap rumit dan tidak prioritas, namun melalui pendekatan 

partisipatif-edukatif berbasis training-based mentoring, pelaku usaha aktif mengikuti 

seluruh tahapan mulai dari sosialisasi hingga praktik pembuatan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini juga 

mendukung pendataan UMKM untuk memudahkan akses terhadap program 

pemerintah seperti BPUM. Rendahnya kepemilikan NIB sebelumnya disebabkan oleh 

keterbatasan informasi dan pemahaman pelaku usaha. Oleh karena itu, pendampingan 

pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, serta pengunggahan dokumen perizinan 

agar UMKM mampu mengurus legalitas secara mandiri dan memperoleh manfaatnya 

dalam perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta peningkatan daya 

saing di era digital. 

1. Persiapan dan Observasi  

Pada tahap persiapan, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, 

Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang diawali dengan proses observasi 

lapangan dan wawancara langsung bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) setempat, khususnya pengusaha keripik tahu walik. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dan belum memahami manfaat legalitas usaha terhadap keberlanjutan 

bisnis mereka. Tim pengabdian kemudian berkoordinasi dengan perangkat desa dan 

pihak kecamatan untuk memperoleh data akurat mengenai jumlah dan kondisi UMKM 

yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, dilakukan sosialisasi awal mengenai 

pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta penjelasan mengenai 

kemudahan proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tahap 

ini berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan kesiapan peserta sebelum 

pelaksanaan pendampingan teknis, sekaligus memperkuat hubungan kolaboratif 

antara tim pelaksana dan masyarakat sasaran agar program berjalan efektif dan 

berkelanjutan. 
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Tahap observasi dan koordinasi awal merupakan langkah strategis dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat karena berfungsi untuk memetakan kebutuhan 

dan karakteristik sasaran (Fatqurhohman et al., 2025). Pendekatan partisipatif akan 

meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di tingkat desa terhadap manfaat 

legalitas usaha masih rendah. (Anggraeni, 2022; Indrawati & Rachmawati, 2021) 

menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan hambatan utama dalam 

pengembangan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan 

menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai 

pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mengakses pembiayaan, memperoleh 

perlindungan hukum, dan memperluas peluang pasar (Anasrulloh & Kadeni, 2023; 

Widayanto et al., 2020). Tahap persiapan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemetaan 

kebutuhan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan kesiapan UMKM untuk 

beroperasi secara legal serta berdaya saing. 

2. Pelaksanaan Pelatihan 

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, 

Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang difokuskan pada workshop dan 

bimbingan teknis mengenai perizinan berusaha, termasuk praktik langsung 

pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission 

(OSS). Pelaku UMKM mengikuti seluruh tahapan pendampingan secara aktif, mulai dari 

Gambar 1. Persiapan dan Observasi UMKM 
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pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga pendaftaran NIB. Kegiatan ini 

bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran pelaku UMKM 

tentang pentingnya legalitas usaha, sekaligus mendorong kemandirian dalam 

mengelola usaha secara resmi dan profesional. 

Pendampingan secara teknis sejalan dengan konsep pemberdayaan berbasis 

partisipasi yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan 

pengambilan keputusan (Pitaloka et al., 2023; Rendra et al., 2022). Melalui praktik 

langsung, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga 

keterampilan praktis dalam mengurus perizinan usaha secara mandiri. Menurut 

(Anggraeni, 2022; Indrawati & Rachmawati, 2021; Qurratu’aini et al., 2023), 

kepemilikan legalitas seperti NIB meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses 

permodalan, serta memperkuat posisi hukum dalam kegiatan ekonomi. Hasil kegiatan 

ini juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem OSS efektif dalam menyederhanakan 

proses perizinan dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Pendekatan training-

based mentoring yang diterapkan terbukti meningkatkan motivasi dan kemandirian 

pelaku usaha dalam membangun kesadaran hukum dan keberlanjutan usaha kecil. 

Dengan demikian, tahap pelaksanaan ini berhasil menjadi model pendampingan yang 

efektif dalam optimalisasi legalitas UMKM di tingkat desa. 

3. Evaluasi dan Monitoring  

Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan melalui wawancara mendalam, 

observasi langsung, serta pengisian instrumen refleksi diri oleh pelaku usaha untuk 

menilai peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengurus izin usaha. Hasil 

menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang sebelumnya belum memahami mekanisme 

Online Single Submission (OSS) kini mampu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) 

secara mandiri, sekaligus menyadari manfaat strategis NIB, seperti memperkuat posisi 

hukum, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan peluang kemitraan dan 

daya saing usaha. Proses ini turut menumbuhkan kesadaran hukum dan kemandirian 

pelaku UMKM di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. 

(Badina et al., 2022; Hikmah et al., 2023; Pramesti et al., 2022) bahwa NIB tidak hanya 

berfungsi sebagai legitimasi hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan 

ekonomi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. 

 



Wibowo, B.Y., Rachman, R., & Mahardika, T.P. (2025). Optimalisasi Legalitas UMKM …  102 

KESIMPULAN 

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan 

Kedungjajang, Kabupaten Lumajang telah memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kesadaran dan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission 

(OSS). Melalui pendekatan partisipatif-edukatif dan strategi training-based mentoring, 

kegiatan ini melibatkan peserta secara aktif sejak tahap observasi, sosialisasi, 

pelatihan, hingga praktik langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil 

pelaksanaan menunjukkan bahwa pelaku UMKM, khususnya produsen keripik tahu 

walik, berhasil memperoleh NIB dan memahami manfaat strategisnya dalam 

meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta membuka 

peluang kemitraan bisnis. 

Selain menghasilkan peningkatan pemahaman administratif, kegiatan ini juga 

menumbuhkan kesadaran hukum dan motivasi untuk melanjutkan legalitas lanjutan 

seperti Sertifikat Halal dan izin P-IRT. Pendampingan intensif yang dilakukan tidak 

hanya memperkuat posisi hukum pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem 

ekonomi lokal yang lebih profesional dan berdaya saing. Keberhasilan program ini 

menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku 

usaha dalam mendorong transformasi UMKM yang mandiri dan berkelanjutan. Secara 

tersirat, kegiatan ini merekomendasikan perlunya keberlanjutan program 

pendampingan berbasis digitalisasi dan literasi hukum untuk memperkuat kapasitas 

UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. 
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